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Pelaksanaan ketenluan pasal 4% ayal 3 vang dibahas
dalam penelitian ini adalah dQititikberatkan pada masalah
pilinan hukum dalam hukum waris bagi orang Islam seperti
dimaksud di dalam Penjelasan Unum dari Undang-undang No. 7
Tahun 1989 disebutkan bahwa dibidang kewarisan adaliah
mengenai penentuan siapa~siapa vang menjadi ahli warisg,
menentuan tentang harta peninggalan, penentuan bhagian
masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta
peninggalan tersebut bilamana pewarisan ity dilakukan
berdasarkan hukum Islan. Sehubungan dengan hal tersebut,
para pihak sabelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk
mem@liﬁ hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian
warisan,

Sedangkan kata piliban hukum itu sendiri memany
tidak terdapat di dalam rumusan pasal 4% U No. 7 Tahun
1989, dan bharv muncul dalam Penielasan Umum. Menurut
sistim peraturan perundang-undangan Indconesia bahwa batang
tubuk Undang~undang serta penjelasannya merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga pengertian
dari pasal-pasal akan tercermin pula dalam penielasannya,

Pilihan hukum dalam penjelasan umum UU No., 7 Tahun
198% adalah khsusus dituijukan terhadap perkara waris dan
bukan untuk perkara lain selain waris. Hal yang demikian
dapat dimengerti Karena berdasar kenvataan vang ada dalam
magsyarakat, hukum Kkewarisan vang berlaku di Indonesia
adalah peranska ragam, vaitu hukum kewarisan Islam, hukum
kewarisan adat, hukum  kewarisan menurut  ketentuan-
ketentuan Burgeriiik Wetbhoek. (Oleh karena itu dapat dika-
takan belum ada unifikasi dalam hukum waris.

Berdasarkan kKenvataan yang terjadi tentang masalah
pilihan hukum tersehut periu kiranya diadakan suatu peru-
musan vang kongkrit dituangkan dalam Penjelasan Umum
?nﬁangwundang No. 7 Tahun 1989, Dari rumusan yang kongkrit
ini diharapkan kemungkinan :

1. Meniadakan pluralisme &1 Ddidang hukum kewarisan 4i
Indonesia.

2. Meniadakan teriadi pertentangan hukum Islam dengan
hukum agdat, ’

3. Dalam hal perumusan pilihan hukum bagi orang-orang
Islam, hendakkan dirumuskan sedemikian rupa gehingga
pluralisme di bidang hukum tidak berlanjut.
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Berbicara lebih lanjut terhadap masalah Pelaksanaan
Ketentuan pasal 49 ayat 3 UU¥ No. 7 Tahun 1989 tersebut,
Mahmakah agung RI vyang telah mengeluarkan Surat Edaran
pada tanggal 3 April 1990 yaitu SEMA No. 2 Tahun 1990 vang
intinya antara lain :

Butir "4-2" : Perkara-perkara antara orang-orang Yang

beragama Islam di bidang kewarisgan yang juga berkaiatan

dengan masalah pilihan hukum, hendaknya diketahul bahwa

Kaetentuan pilihan hukum merupakan masalahyang terlstak di

luar badan peradilian dan berlaku bagi meraka atau golongan

rakyat yang hukum warisnya tunduk pada hukum adat atau
hukum Islam, dimana mereka boleh memilih hukum adat atau
nukum perdata Barat/BW yang menjadi wewenany Pengadilan

Negeri atau memilih hukum Islam vyvang meniadi wewenang

FPengadilam Agama,

Butir "4~3" : Dalam hal timbul sengketa kewenangan menga—

diii antara pengadilan di lingkungan peradilam umum dengan

Pengadilan di1 lingxungan Peradilan Agama, berdasarkan

pasal 33 UY No. 14 Tahupn 1985 tentang Mahkanmah Agung, maka

hal tersebut menjadi wewenang Mahkamah Agung, untuk memu—
tugkan dalam tingkat pertama dan terakhir,

Butir "“4-5 : Perkara warisan yang terjadi antara pihak-

pihak vang beragama Islam, akan tétapi diaijukan kepada

Pengadilan Regeri sebelum tanggal 1 Juli 19%0 tetap dipe~—

riksa, diputuvskan dan diselesaikan ocleh Pengadilan dalam

lingkungan pengadilan umnum.

Berdasarkan wuraian dengan berpangkal tolak dari
ketentuan SEMA No. 2 Tahun 193¢ dalam wmengantisipasi
magalah pilihan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahtwa
magalah pilihan bukum terletak di luar badan peradilan,
sedangkan masalah sengketa kewarisan di antara orang-orang
islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama,

Dalam penslitian tersebut menggunakan pendekatan
dengan metode analisa data secara kualitatif dan logis.
Penelitian ini bentuknya adalah diskristif, yaitu barusaha
memperoleh gambaran tentany Kkewenangan Pengadilan Agama
dalam memeriksa dan memutus perkara waris diasntara orang-
Orang islam. Bertolak dari gambaran pelaksanaan pasal 4%
ayat 3 Undang-undang No. 7 Tahun 198% tersebut, dapat
dilakukakan penselaahan secara yuridis dan novmatif guna
menjelaskan mengapa terjadi keadaan vang demikian itu.

Dari penelitian ini didapat kezimpulan sebagal
berikut
1. Pendefinitifan kewenangan yuridiksi vyang dirumuskan

dalam pasal 49 UU No, 7 Tahun 1989, diharapkan dapat
memperkecil perselisihan kewenangan mengadili antara
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

2. Buatu Kkemajuan tersendiri, apabila ugaha memperkecil
perselisihan tersebut dengan cara mempertsemukan kodua
beiah pihak untuk bermusyawarah membuat suatuy persetu-
juan yvang bagaimanapun bentuk putusannya yvang merupakan
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proquk Pengadilan Agama adalah merupakan pencerwminan
dari putusan berdasarkan hukum Islam,

3. Dengan melekatnya azas Personalitas keisglaman pada
UJ No. 7 Tghpn 1989, diharapkan bagi para pihak maupun
para praktisli hukum dapat memahami dan mendalami hukum
Islam disamping penguasaannya terhadap teori atau ilmu
hukum lain pada umumnya.
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